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“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam 





“Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, sekalipun ada orang yang menganggapnya 
sebagai kelalaian.” 


















Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas segala berkat dan 
penyertaannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, tanpa bantuan dan 
pertolongan-Nya penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Karya ilmiah ini mengangkat judul “Penyimpangan Dalam Putusan Hakim PTUN 
Atas Lembaga Rechtsverwerking”. Pertimbangan hukum hakim dalam pembatalan sertifikat 
putusan PTUN ini dengan tidak memperhatikan lembaga Rechtsverwerking adalah tidak 
tepat. Terlihat Hakim hanya melihat dari satu sisi yaitu sisi keabsahan penerbitan sertifikat. 
Sehingga tujuan yang diinginkan oleh Pasal 32 ayat (2) PP No 24 Tahun 1997 yang 
menyatakan adanya lembaga Rechtsverwerking belum dapat tercapai dengan sempurna, 
dikarenakan masih dapat disimpangi dengan cara mengajukan gugatan melalui Pengadilan 
Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN). Dengan demikian, seharusnya Hakim 
menjadikan Pasal 32 ayat (2) PP No 24 Tahun 1997 sebagai salah satu bahan pertimbangan 
dalam pembatalan sertifikat. 
Tulisan ini akan terbagi atas 3 bab yang sistematikannya adalah sebagai berikut. Bab I 
akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yakni mengenai alasan penulis memilih 
judul dan gambaran mengenai permasalahan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian dan metode penelitian. 
Bab II akan menguraikan tinjauan pustaka, hasil penelitian dan analisis pertimbangan 
hukum hakim PTUN yang tidak memperhatikan lembaga Rechtsverwerking . Tinjauan 
pustaka yang pertama mengenai pendaftaran tanah yang terbagi lagi menjadi pengertian 
pendaftaran tanah, dasar hukum pendaftaran tanah, tujuan pendaftaran tanah, sistem 
pendaftaran tanah, sistem publikasi pendaftaran tanah, asas-asas pendaftaran tanah dan 
lembaga Rechtsverwerking Dalam PP No 24 Tahun 1997. Kedua tinjauan pustaka tentang 
peradilan tata usaha negara yang terbagi atas guatan melalui PTUN, subjek dan objek gugatan 
melalui PTUN dan alasan mengajukan gugatan melalui PTUN. Ketiga tinjauan pustaka 
tentang teori keadilan dan teori kepastian hukum yang terbagi atas teori keadilan dan teori 
kepastian hukum. Hasil penelitian meliputi kasus posisi, ringkasan putusan dan pertimbangan 
hukumnya. 
Bab III, Penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan yang diambil 
berdasarkann hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut. 
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih 
terdapat banyak kekurangan didalamnya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati 
menerima kritik dan saran dari seluruh pihak. Penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat 
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Rechtsverwerking diartikan sebagai pelepasan hak dan dikukuhkan dalam Pasal 32 ayat (2) 
PP No 24 Tahun 1997 dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 
kepada pemegang sertifikat hak atas tanah yang memperoleh tanahnya dengan itikad baik dan 
menguasainya lebih dari 5 (lima) tahun. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah 
pertimbangan hukum hakim dalam pembatalan sertifikat dengan tidak memperhatikan 
lembaga Rechtsverwerking adalah tidak tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah 
penelitian hukum normatif dimana penelitian didasarkan dari mengkaji bahan hukum primer 
dan sekunder. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pertimbangan hukum hakim dalam 
pembatalan sertifikat dengan tidak memperhatikan lembaga Rechtsverwerking adalah tidak 
tepat dan Hakim hanya melihat dari satu sisi yaitu sisi keabsahan penerbitan sertifikat. Hakim 
tidak memperhatikan atau mengesampingkan lembaga Rechtsverwerking dan menyatakan 
batal atau tidak sah sertifikat yang usianya lebih dari  (lima) tahun, karena menemukan 
adanya kesalahan dalam proses penerbitan sertifikat. Sehingga tujuan yang diinginkan oleh 
Pasal 32 ayat (2) PP No 24 Tahun 1997 yang menyatakan adanya lembaga Rechtsverwerking 
belum dapat tercapai dengan sempurna, dikarenakan masih dapat disimpangi dengan cara 
mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN).  
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